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A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Istilah Tindak Pidana 
Dari berbagai litelatur dapat diketahui1, bahwa istilah tindak 
pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal daari terjemahan 
kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian 
diterjemahkan kembali dalam berbagai terjemahan dalam bahasa 
Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata 
strafbaarfeit oleh sarjana-sarjanan Indonesia diantarnya yaitu : tindak 
pidana2, delict3, perbuatan pidana4. Sementara dalam berbagai 
perundang-undangan sendiri di gunakan berbagai istilah untuk merujuk 
pada pengertian kata strafbaarfeit. Beberapa istilah yang digunakan 
dalam undang-undang tersebut antara lain5: 
a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-
undamg dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14. 
b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk 
menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara 
pengadilan-pengadilan sipil. 
                                                             
1 Satochid Kartanegara. op.cit. hal.74. Sudarto. Hukum Pidana Jilid IA-B. Op.cit. hal.30. 
Moeljatno Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Op.cit. hal.54-57 
2 Sudarto. Hukum Pidana Jilid IA-B. Op.cit. hal.31 
3 Satochid Kartanegara. Op.cit. hal.74 
4 Moeljatno. Asas-asam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Rhineka Cipta.  hal.54-57 
5 Sudarto. Hukum Pidana Jilid IA-B. Op.cit. hal.30 
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c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan 
dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang 
Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere strafbepalingen. 
d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini yang digunakan dalam 
Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan. 
e. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, 
misalnya : 
1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 
Pemilihan Umum 
2) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 
Pengusutan, Penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. 
3) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban 
Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatnya bagi Terpidana 
karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan. 
Pada hemat penulis, penggunaan berbagai istilah tersebut pada 
hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya 
disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu 
dalam tulisan ini berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, 
bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk 
menunjukkan maksud yang sama. Namun demikian, sekedar untuk 
diketahui di bawah ini dikemukakan seputar perdebatan konseptual 
berkaitan dengan munculnya berbagai istilah itu. 
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Moeljatno misalnya6, mempertanyakan para sarjana yang 
menyamakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya 
dengan istilah strafbaarfeit tanpa ada penjelasan apapun. Moeljatno yang 
menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai salinan kata strafbaarfeit 
mengatakan, bahwa untuk melihat apakah istilah perbuatan pidana dapat 
disamakan dengan istilah strafbaarfeit perlu diketahui apa arti 
strafbaarfeit itu sendiri. Menurut Simons7, strafbaarfeit dapat diartikan 
sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 
hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh 
orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut Van Hammel, 
strafbaarfeit melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 
kesalahan. 
Bertolak dari dua pendapat diatas, tersimpul, bahwa strafbaarfeit 
pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut : 
a. Bahwa kata feit dalam istilah strafbaarfeit mengandung arti kelakuan 
atau tingkah laku. 
b. Bahwa pengertian strafbaarfeit dihubungkan dengan kesalahan 
orang yang mengadakan kelakuan tersebut.  
Apa yang disebut dalam butir a di atas, menurut Moeljatno 
pengertiannya berbeda dengan perbuatan dalam istilah perbuatan pidana. 
Sebab menurut beliau perbuatan mengandung makna kelakuan dan 
akibat, bukan hanya berarti kelakuan saja. Sementara apa yang disebut 
                                                             
6 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Op.cit. hal.56 
7 Ibid. hal.56-57 
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dalam butir b, maknanya juga berbeda dengan perbuatan pidana, sebab 
dalam istilah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang 
merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan 
perbuatan pidana. 
Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk pada 
sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana 
apabila dilanggar. Persoalan apakah orang yang melanggar itu kemudian 
benar-benar dipidana atau tidak, hal ini akan tergantung pada keadaan 
batinnya dan hubungan batin antara pembuat/pelaku dengan 
perbuatannya. Dengan demikian menurut Moeljatno, perbuatan pidana 
dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam perbuatan pidana 
tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana. Hal ini menurut 
Moeljatno, berbeda dengan istilah strafbaarfeit yang selain memuat atau 
mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat 
pengertian kesalahan. 
Dalam pandangan Moeljatno, istilah perbuatan pidana sama 
pengertiannya dengan istilah criminal act dalam bahasa Inggris. Sebab, 
criminal act juga mengandung arti kelakuan dan akibat. Selain itu 
criminal act juga dipisahkan dari criminal responsibility 
(pertanggungjawaban pidana). Pandangan Moeljatno merupakan 
pandangan dualistis tentang perbuatan pidana. 
Dengan pemahaman seperti tersebut di atas, maka menurut 
Moeljatno, untuk adanya pertanggung jawaban pidana tidak cukup hanya 
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dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi disamping itu juga 
harus ada kesalahan. 
Pada hemat penulis, penjelasan Moeljatno tentang istilah 
perbuatan pidana tersebut cukup relevan, tetapi juga bukan tanpa 
kelemahan. Kelemahan mendasar penjelasan Moeljatno tentang istilah 
perbuatan pidana adalah karena beliau memberikan makna terhadap 
istilah perbuatan sebagai kelakuan dan akibat, sementara apa yang 
dimaksud akibat dalam konteks itu tidak pernah dijelaskan. Padahal, 
perbuatan pidana tidak hanya bisa menunjuk pada perbuatan/tindak 
pidana materiil saja yang memang mempersyaratkan timbulnya akibat 
untuk terjadinya tetapi juga dapat menunjuk pada tindak pidana formil. 
Jenis perbuatan pidana ini dianggap telah terjadi dengan telah 
dilakukannya tindakan yang dilarang. Dengan demikian pada hemat 
penulis, istilah perbuatan dalam perbuatan pidana yang diberi makna 
sebagai kelakuan dan akibat oleh Moeljatno, tidak selamanya relevan. 
Sebab ada perbuatan pidana yang hanya mempersyaratkan akibat untuk 




2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Pengertain Menurut Doktrin Hukum Pidana 
Setelah diketahui berbagai istilah yang dapat digunakan 
untuk menunjuk pada istilah strafbaarfeit atau tindak pidana berikut 
ini akan di bahas tentang tindak pidana. Sebagai salah satu masalah 
essential dalam hukum pidana, masalah tindak pidana perlu 
diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan ini dirasa sangat 
urgen oleh karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan 
pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai 
perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak. Dengan demikian dapat 
diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai 
perbuatan/tindak pidana. 
Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua 
pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan 
pandangan dualistis8. Untuk mengetahui bagaimana dua pandangan 
tersebut memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud 
perbuatan/tindak pidana, dibawah ini akan diuraikan tentang 
batasan/pengertian tindak pidana yang diberikan oleh dua pandangan 
tersebut. 
1) Pandangan Monistis 
Pandangan monistias adalah suatu pandangan yang 
melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya 
                                                             
8 Sudarto. Hukum Pidana Jilid IA-B. Op.cit. hal.31-32  
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merupakan sifat dari perbuatan9. Pandangan ini memberikan 
prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian 
perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan 
yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban 
pidana/kesalahan (criminal responsibility). Di bawah ini 
disajikan beberapa batasan/pengertian tindak pidana dari para 
sarjana yang menganut pandangan monistis. 
2) D. Simons 
Menurut Simons10, tindak pidana adalah tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-
jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan 
batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu 
tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat) 
b) Diancam dengan pidana 
c) Melawan hokum 
d) Dilakukan dengan kesalahan 
e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
                                                             
9 Ibid 
10 P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Op.cit. hal.185  
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Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa 
keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan 
pidana. Simons tidak memisahkan antara criminal act dan 
criminal responbility. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila 
ada seseorang yang melakukan pembunuhan eks pasal 338 
KUHP, tetapi kemudian ternyata orang yang melakukan 
pembunuhan itu adalah orang yang tidak mampu 
bertanggungjawab, misalnya oleh karena orang gila, maka 
dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. 
Secara gampang bisa dijelaskan mengapa peristiwa itu tidak 
dapat disebut tindak pidana, sebab unsur-unsur tindak pidananya 
tidak terpenuhi, yaitu unsur orang yang mampu 
bertanggungjawab. Oleh karena tidak ada tindak pidana, maka 
juga tidak ada pidana. 
3) J. Bauman 
Menurut J. Bauman11, perbuatan/tindak pidana adalah 
perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan 
hukum dan dilakukan dengan kesalahan. 
4) Wiryono Prodjodikoro 
Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan pidana. 
b. Pandangan Dualistik 
                                                             
11 Sudarto. Hukum Pidana Jilid IA-B. Op.cit. hal.31-32  
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Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat 
keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan 
pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana 
dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan 
monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
baik criminal act maupun criminal responsibility, menurut 
pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, 
dan criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. 
Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup 
hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga 
adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana. 
Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan 
dualistis mendefinisikan apa yang dimaksud perbuatan/tindak 
pidana, dibawah ini dikemukakan batasan tentang tidak pidana tetapi 
dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana. 
Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan 
dualistis mendefinisikan apa yang dimaksudperbuatan/tindak pidana, 
dibawah ini dikemukakan batasan tentang tindak pidana yang 
diberikan oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis. 
1) Pompe 
Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak 
lain adalah feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam 
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ketentuan undang-undang12. Menurut Pompe, dalam hukum 
positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat 
mutlak untuk adanya tindak pidana. 
2) Moeljatno 
Menurut Moeljatno13, perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan 
tersebut. Dengan penjelasan seperti tersebut, maka untuk 
terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur : 
a) Adanya perbuatan (manusia) 
b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 
merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 
(1) KUHP) 
c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, 
terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan 
hukummateriil dalam fungsinya yang negatif). 
Dari definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang 
diberikan Moeljatno di atas tersimpul, bahwa dalam pengertian 
tentang tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana 
(criminal responbility). Namun demikian, Moeljatno juga 
menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan 
telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang 
yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. 





Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang 
telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan 
dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan 
batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila 
perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu yang 
berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang 
itu dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya. 
Setelah diketahui dua pandangan tentang perbuatan pidana 
yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis, berikut ini akan 
dijelaskan seberapa jauh urgensi pembedaan itu dalam hukum 
pidana. 
Apabila dikaitkan dengan syarat adanya pidana atau syarat 
penjatuhan pidana, kedua pandangan di atas sebenarnya tidak 
mempunyai perbedaan yang mendasar. Dua pandangan itu, baik 
pandangan monistis maupun pandangan dualistis, sama-sama 
mempersyaratkan, bahwa untuk adanya pidana harus ada 
perbuatan/tindak pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban 
pidana (criminal responbility/criminal liability). Yang membedakan 
dua pandangan di atas adalah, bahwa dalam pandangan monistis 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana dianggap melekat pada 
perbuatan pidana oleh karena dalam pengertian tindak pidana 
tercakup baik criminal act maupun criminal responbility, sementara 
dalam pandangan dualistis keseluruhan syarat untuk adanya pidana 
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tidak melekat pada perbuatan pidana oleh karena dalam pengertian 
tindak pidana hanya mencakup criminal act tidak mencakup 
criminal responbility. Ada pemisahan antara perbuatan (pidana) 
dengan orang yang melakukan perbuatan (pidana) itu. 
Dengan penjelasan yang panjang lebar tersebut di atas 
sebenarnya ingin disampaikan, bahwa secara teoritis adanya 
pembedaan dalam dua pandangan tersebut haruslah dicermati. 
Secara konseptual dua pandangan ini sama-sama dapat diikuti dalam 
memberikan penjelasan tentang perbuatan pidana, tetapi apabila 
harus diikuti salah satu pandangan, maka juga harus diikuti dan 
dipahami secara konsisten. Apabila diikuti pandangan monisti, maka 
harus dipahami, bahwa dengan telah terjadinya tindak pidana, maka 
syarat untuk adanya pidana sudah dipenuhi. Sementara apabila 
diikuti pandangan dualistis, dengan telah terjadinya tindak pidana 
tidak berarti syarat untuk adanya pidana sudah dipenuhi, sebab 
menurut pandangan dualistis tindak pidana itu hanya menunjuk pada 
sifatnya perbuatan, yaitu sifat dilarangnya perbuatan, tidak 
mencakup kesalahan, padahal syarat untuk adanya pidana mutlak 
harus ada kesalahan. 
Pemahaman terhadap dua pandangan di atas sangat penting, 
terutama agar dipahami, bahwa batasan/pengertian tindak pidana 
tidak dibangun berdasarkan kerangka berpikir yang sama dari para 
ahli hukum. Sebagian ahli hukum bertolak dari kerangka berpikir 
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secara monistis dan sebagian ahli hukum yang lain bertolak dari 
kerangka berpikir secara dualistis dalam memberikan 
batasan/pengertian tentang tindak pidana. Dengan demikian, kepada 
para pembaca terutama para pemula yang sedang mempelajari 
hukum pidana dimohonkan kehati-hatiannya dalam mengikuti 
bangunan konsep tentang tindak pidana. Untuk dapat memahami 
bangunan konsep tentang tindak pidana yang diberikan para ahli 
hukum, alangkah baiknya apabila para pembaca memahami dua 
pandangan tindak pidana seperti tersebut di atas. Penegasan ini 
dikemukakan dengan maksud, agar para pembaca dapat memahami 
batasan/pengertian tentang tindak pidana secara benar.14 
Membaca dan mengikuti batasan/pengertian tentang tindak 
pidana tanpa memahami dua pandangan tentang tindak pidana yaitu 
pandangan monistis dan pandangan dualistis akan mengantarkan 
para pembaca ke dalam kerancuan sistematis dalam memahami 
tindak pidana, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemahaman 
dan konstruksi pikir yang salah dalam memahami tindak pidana. 
Oleh karenanya, pemahaman terhadap perbedaan dua pandangan 
tentang tindak pidana tersebut patut menjadi perhatian bagi siapapun 
yang sedang mempelajari batasan/pengertian tentang tindak pidana.15 
 
   
                                                             
14 Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksara. Hal 54. 
15 Ibid. Hal 54. 
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c. Pengertian Menurut Hukum Adat 
Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang 
perbuatan/tindak pidana, berikut ini dikemukakan batasan/pengertian 
tindak pidanamenurut hukum adat. Sajian dalam konteks ini 
dipandang sangat penting, lebih-lebih apabila disadari, bahwa 
gagasan atau ide tentang living-law mulai mengedepan seiring 
adanya upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang ingin 
menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum pidana nasional. 
Bertolak dari pemikiran seperti ini, pemahaman terhadap 
batasan/pengertian tindak pidana menurut hukum adat menjadi 
sebuah keharusan.16 
Menurut hukum adat, tindak pidana atau delik adat adalah 
setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap 
penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil 
dan immateriil orang-orang, atau dari pada orang-orang banyak yang 
merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan sedemikian itu 
menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya 
ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi adat karena reaksi mana 
keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali17. 
                                                             
16 Fofiq Hidayat. 2016. Masuk Tindaknya Living Law dalam RKUHP Masih Menuai 
Perdebatan. https://www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 26 Maret 2018. 
17 Soebekti Poesponoto. 1979. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta. Pradnya 
Paramita.  hal.255 
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Sementara itu Bashar Muhammad18, merumuskan, bahwa 
delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau 
kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau 
menganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat 
materiil atau immateriil, terhadap orang seorang atau terhadap 
masyarakat berupa kesatuan, tindakan atau perbuatan yang demikian 
mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat 
memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan 
berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, 
uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-
lain. 
Berdasarkan batasan-batasan tersebut di atas, maka tersimpul, 
bahwa delik adat memuat unsur-unsur sebagai berikut : 
1) Perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan 
2) Perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan persekutuan 
masyarakat 
3) Perbuatan tersebut bersifat materiil dan immaterial 
4) Perbuatan tersebut ditujukan terhadap orang seorang atau 
masyarakat 
5) Mengakibatkan reaksi adat.19 
Dengan unsur-unsur seperti tersebut di atas terlihat, bahwa 
delik adat merupakan setiap perbuatan dari seseorang atau kumpulan 
                                                             
18 Bushar Muhammad. 1981. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita. hal.61-
62   
19 Ibid. Hal 62. 
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orang (badan hukum) baik bersifat materiil atau immateriil yang 
ditujukan terhadap orang atau perkumpulan orang yang 
menimbulkan gangguan keseimbangan masyarakat dan 
menimbulkan reaksi adat. Dengan demikian menurut hemat penulis, 
dalam konteks hukum adat tindak pidana (delik adat) tidak saja 
meliputi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan 
individual tetapi juga setiap perbuatan yang dapat menimbulkan 
kerusakan sosial. 
d. Pengertian Menurut Islam 
Dalam konteks hukum (pidana) Islam istilah tindak pidana 
seiring juga disebut dengan istilah jarimah20. Menurut hukum 
(pidana) Isloam tindak pidana (jarimah) adalah perbuatan-perbuatan 
yang terlarang menurut syara’ yang pelakunya diancam dengan 
pidana huud atau ta’ziir21. Untuk memberikan gambaran yang lebih 
utuh tentang apa yang dimaksud tindak pidana dalam konteks hukum 
pidana Isalam, berikut ini disajikan dasar filosofi atau ‘illat hukum 
yang melatarbelakangi ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak 
pidana (jarimah). 
Menurut para ahli filsafat hukum Islam22, setidaknya ada 5 
(lima) kepentingan pokok yang menjadi pusat perhatian dan titik 
tolak setiap pengaturan hukum. Artinya, hukum Islam mengenai 
apapun yang telah ditetapkan dalam nash Al-Qur’an, al-hadist, al 
                                                             
20 A. Djazuli. Op.cit. hal.11  
21 M. Abdul Kholik. Op.cit. hal.125  
22 Ibid. hal.105 
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qonun (perundang-undangan) maupun yang masih akan ditetapkan 
sebagai respon yuridis terhadap problem-problem yang muncul, 
harus bersifat mendukung terhadap terwujudnya lima kepentingan 
tersebut. Kelima kepentingan pokok tersebut adalah : 
1) Terpeliharanya masalah eksistensi agama 
2) Terjaminnya hak hidup (jiwa) manusia 
3) Terjaganya masalah hak milik (harta) 
4) Terjadinya kesucian akal 
5) Terjaganya kesucian keturunan dan harga diri (martabat) 
manusia. 
Melihat kelima kepentingan pokok yang menjadi titik tolak 
pengaturan hukum-hukum Islam di atas tersimpul, bahwa maksud 
disyari’atkannya hukum Islam adalah demi terwujudnya 
kemaslahatan atau kebaikan dalam hidup manusia dan sekaligus 
untuk mencegah timbulnya mafsadah atau kerusakan dam hidup 
manusia itu sendiri23. Dengan demikian secara argumentatif a 
contrario dapat disimpulkan, bahwa perbuatan apapun yang dapat 
menghambat/mencegah terwujudnya maksud di syari’atkannya 
hukum Islam tersebut harus dilihat atau dinyatakan sebagai tindak 
pidana (jarimah)24, dalam arti sebagai perbuatan yang 
tercela/terlarang. 
e. Rumusan Tindak Pidana dalam Konsep/Rancangan KUHP Baru 
                                                             
23 Ibid  
24 Ibid. hal.106  
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Untuk memberikan gambaran sejauhmana rancangan KUHP 
merespon nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tentang 
perbuatan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, 
berikut ini dikemukakan batasan/pengertian tindak pidana yang 
dirumuskan dalam rancangan KUHP baru. 
Dalam rancangan KUHP baru Tahun 2004 
batasan/pengertian tindak pidana diatur dalam Bab II buku kesatu 
mulai pasal 11 sampai dengan pasal 2925. Di dalam ketentuan pasal 
11 (1) Rancangan KUHP baru batasan/pengertian tindak pidana di 
rumuskan sebagai berikut : 
“Tindak pidana ialah perbuatan yang melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana” 
Dengan melihat batasan/pengertian tindak pidana 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 (1) RKUHP di atas 
tersimpul, bahwa tindak pidana dapat berupa perbuatan yang bersifat 
positif (berbuat) dan perbuatan yang bersifat negatif (tidak berbuat) 
yang dilarang serta diancam dengan pidana. Dengan batasan seperti 
itu, maka batasan/pengertian tindak pidana dalam RKUHP baru 
menganut pandangan dualistis tentang perbuatan pidana. Ketentuan 
pasal 11 (1) RKUHP baru hanya merumuskan sifat dilarangnya 
                                                             
25 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. Op.cit. hal.5  
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perbuatan dalam rumusan tindak pidana, tidak merumuskan 
pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pasal 11 (1) 
RKUHP hanya memuat unsur criminal act. Untuk lebih jelasnya 
berikut ini dikutipkan rancangan penjelasan resmi pasal 11 (1) 
RKUHP baru yang menyatakan : 
“Hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan 
pembuatnya (dead-dader-strafrecht). Perbuatan dan pembuatnya 
menjadi dasar hukum pidana. Di atas dasar itulah dibangun asas 
legalitas dan asas kesalahan. Dengan demikian tindak pidana dan 
pertanggungjawaban pidana memperoleh kontur (garis bentuk/pola 
ciri-ciri, pen) yang jelas. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan 
sebagai ukuran untuk menentuan, suatu perbuatan disebut sebagai 
tindak pidana. Perbuatan yang dimaksudkan baik meliputi perbuatan 
melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang oleh 
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan perbuatan “tidak 
melakukan” termasuk perbuatan lalai (nalaten) dalam rangka 
mencegah suatu akibat yang merupakan unsur atau bagian dari suatu 
tindak pidana. Pencegahan akibat dari tindak pidana itu pada 
hakikatnya merupakan kewajibannya menurut hukum, kecuali ada 
alasan yang demikian meyakinkan dan dapat diterima berdasarkan 
pertimbangan akal yang wajar. Melalaikan pencegahan disini 
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mempunyai nilai yang sama dengan melakukan suatu tindak pidana, 
meskipun dalam perspektif yang berbeda.”26 
Patut menjadi catatan, bahwa menurut rancangan KUHP baru 
tidak setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam perundang-
undangan dapat dijatuhi pidana. Artinya, dalam rancangan KUHP 
baru terdapat penegasan, bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana 
terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, bukan hanya 
oleh karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang sudah secara 
formal dirumuskan dalam undang-undang (memenuhi syarat formil), 
tetapi juga harus dipenuhi syarat materiil, yaitu bahwa perbuatan 
tersebut haruslah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum. Ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 11 (2) rancangan 
KUHP baru Tahun 2004 yang menyatakan: 
“Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut 
dilarang dan di ancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, 
harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan 
kesadaran hukum masyarakat.” 
Dengan penegasan ketentuan pasal 11 (2) RKUHP tersebut 
tersimpul, bahwa Rancangan KUHP Baru masih mengikuti ajaran 
sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. 
Menurut ketentuan Pasal 11 (2) RKUHP Baru, untuk menentukan 
patut tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana selain 
                                                             
26 Andi Hamzah. 1992. Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar-Komentarnta. 
Pradnya Paramita. Jakarta. Hal 23.  
35 
 
digunakan “ukuran” secara material, yaitu nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat, sekalipun “ukuran” secara material itu hanya 
digunakan untuk menegatifkan (menghapuskan) sifat melawan 
hukumnya perbuatan yang telah secara formal dirumuskan sebagai 
tindak pidana. Dengan demikian menurut hemat penulis, penegasan 
Pasal 11 (2) RKUHP Baru bermakna, bahwa meskipun secara formal 
suatu perbuatan telah dirumuskan sebagai tindak pidana, tetapi 
apabila menurut kesadaran hukum masyarakat perbuatan tidak 
dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka 
perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. 
Pada ketentuan Pasal 11 (2) RKUHP Baru harus digunakan 
secara benar dan sangat hati-hati sehingga tidak rancu dengan 
ketentuan Pasal 1 RKUHP Baru. Ketentuan Pasal 11 (2) RKUHP 
Baru dan ketentuan Pasal 1 (3) RKUHP Baru memberikan 
penegasan terhadap dianutnya ajaran sifat melawan hukum secara 
materiil dalam hukum pidana Indonesia. Perbedaannya, adalah 
apabila Pasal 1 (3) RKUHP Baru menegaskan terhadap dianutnya 
ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, 
sedang ketentuan Pasal 11(2) RKUHP Baru memberikan penegasan 
terhadap dianutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 
fungsinya yang negatif. Dua pasal ini harus dipahami secara benar, 
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sebab meskipun keduanya menganut ajaran sifat melawan hukum 
materiil, tetapi fungsi yang ditonjolkan berbeda.27 
Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang 
positif mengajarkan, bahwa meskipun suatu perbuatan tidak 
dirumuskan secara formal sebagai tindak pidana dalam undang-
undang, namun apabila perbuatan tersebut oleh masyarakat dinilai 
sebagai perbuatan yang tidak patut, bertentangan dengan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut harus 
dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (tindak 
pidana). Dalam konteks ini, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 
itu digunakan sebagai (sumber) hukum positif. 
Sebaliknya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 
fungsinya yang negatif mengajarkan, bahwa meskipun suatu 
perbuatan dirumuskan secara formal sebagai tindak pidana dalam 
undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut oleh masyarakat 
dinilai sebagai perbuatan yang patut, tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut 
harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak bersifat melawan 
hukum (bukan tindak pidana). Dalam konteks ini, nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat itu digunakan untuk menegatifkan 
(menghapuskan) sifat melawan hukumnya perbuatan yang sudah 
secara formal dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-
                                                             
27 Atmasasmita. 1995. Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung. Hal 17. 
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undang. Berikut ini dikemukakan rancangan penjelasan resmi Pasal 
11 (2) RKUHP Baru yang menyatakan : 
“Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum” adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut dilakukan.” 
Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum, 
didasarkan pada pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada 
seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat 
melawan hukum dinilai tidak adil. Oleh karena itu untuk dapat 
menjatuhkan pidana, hakim selain harus menentukan apakah 
perbuatan yang dilakukan itu secara formal dilarang oleh peraturan 
perundang-undangan dan apakah perbuatan tersebut secara materiil 
juga bertentangan dengan hukum, dalam arti kesadaran hukum 
masyarakat. Hal ini wajib dipertimbangkan dalam putusan. 
Dengan demikian, berdasarkan rancangan penjelasan resmi 
Pasal 11 (2) RKUHP Baru tersimpul, bahwa dasar filosofis 
digunakannya asas legalitas materiil sebagai dasar untuk menentukan 
patut tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah rasa keadilan dalam 
masyarakat. 
Selain mempersyaratkan harus bertentangan dengan hukum, 
agar terhadap orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum 
juga dipersyaratakan, tidak adanya alasan pembenar yang diajukan 
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oleh orang itu atas tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan ini 
diatur dalam Pasal 11 (3) Rancangan KUHP Baru yang menyatakan  
“Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, 
kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat.” 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Rancangan KUHP di 
atas tersimpul, bahwa didalam setiap putusan yang akan diambilnya 
hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang dituduhkan itu 
bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum rakyat atau 
tidak dan hasil pengkajiannya harus dikemukakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam putusannya. Dengan demikian, hakim dalam 
rangka menegakkan keadilan dan kebenaran harus selalu mengkaji 
apakah perbuatan yang dituduhkan bertentangan dengan hukum. 
Dengan perkataan lain, setelah melakukan tinjauan formal, yaitu 
mengkaji apakah perbuatan yang dilakukan memang cocok dengan 
rumusan delik yang dituduhkan, masih harus melakukan tinjauan 
dari segi materiil, yaitu mengkaji apakah perbuatan itu betul-betul 
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut 
dilakukan. Pasal diatas merumuskannya dengan lebih tajam : 
perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, dalam arti kesadaran 
hukum masyarakat. Untuk itu hakim wajib mengemukakan 
pertimbangannya tentang hal tersebut dalam putusannya. 
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Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut diatas tersimpul, 
bahwa menurut Rancangan KUHP Baru tindak pidana memuat 
unsur-unsur sebagai berikut : 
1) Adanya perbuatan baik perbuatan yang bersifat positif maupun 
negatif yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan 
2) Harus bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan 
dengan kesadaran hukum masyarakat 
3) Tidak ada alasan pembenar.28 
B. Pertanggungjawaban Pidana 
1) Pertanggungjawaban pidana secara umum (individu) 
Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam 
masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang 
pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk 
menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar 
nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu 
masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai 
perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana adalah bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk :  
                                                             
28 Ibid.   
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1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 
tersebut.29 
Hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk penyelesaian setiap 
permasalahan yang terjadi di masyarakat baik itu kejahatan maupun 
pelanggaran sangat diharapkan memberikan solusi yang terbaik sehingga 
tetap menjaga stabilitas dan keamanan sosial masyarakat. Menjaga stabilitas 
dan keamanan sosial sudah menjadi tanggung jawab negara lewat lembaga 
Kepolisian yang telah diberikan amanat oleh undang-undang. Hukum pidana 
merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau 
mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan 
merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya. 
Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 
                                                             
29 Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 
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terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana 
yang terjadi atau tidak30. 
Penyebab sehingga munculnya pertanggung jawaban pidana adalah 
kesalahan dan kealpaan. Dimana kesalahan adalah adanya keadaan psikis 
yang tertentu pada orang yag melakukan perbuatan pidana dan adanya 
hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang 
sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela, karena melakukan 
perbuatan tadi.31 
Untuk adanya kesalahan, harus dipikirkan dua hal disamping 
melakukan perbuatan pidana:  
1. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan   
2. adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan 
perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.  
Sedangkan kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang dapat 
dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, 
seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai 
berikut : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurangan paling 
lama satu tahun.”  
Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :   
1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum. 
                                                             
30 Saifudin. 2009. Pertanggung jawaban Pidana(online). http://saifudiendjsh.blogspot.com. 
Diakses tgl : 03 Oktober 2017. 
31 Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta.  PT. Rineka Cipta. Hal.171 
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2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. 32 
Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri 
atas tiga syarat yaitu :   
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari 
si pembuat. 
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku 
yang  
berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang 
hati-hati atau lalai. 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung 
jawaban pidana bagi si pembuat. 33 
Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan(dijatuhi pidana) kalau 
dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan 
pidana, tidak selalu dapat di pidana. 34 
Mengenai persoalan tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak melakukan 
perbuatan pidana, ini sangat jelas, sebagai contoh ada seseorang yang 
memiliki perangai yang buruk dimasyarakat, dia sangat kikir, tidak suka 
menolong orang lain, tidak menghiraukan kepentingan orang lain, sehingga 
banyak orang yang tidak menyukainya, namun untuk dijatuhi pidana, untuk 
dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana, tidaklah mungkin 
selama dia tidak melanggar larangan-larangan atau melakukan kejahatan yang 
diatur dalam KUHP.  
                                                             
32 Saifudin. loc.cit 
33 Ibid 
34 Moeljatno. loc.it 
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Adapun mengenai tidak selalu dapat dipidana, meskipun melakukan 
perbuatan pidana, seperti contoh seorang anak yang bermain dengan korek 
api disamping rumah tetangga, yang kemudian  menyebabkan kebakaran, 
maka anak itu tidak dapat diperkarakan untuk dipertanggung jawabkan 
perbuatan. 
2) Pertanggungjawaban pidana Kelompok (Korporasi) 
Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum di indonesia mulai 
dikenal melalui Undang-Undang diluar kitab Undang-Undang hukum pidana. 
Hal ini kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia hanya mengakui 
manusia sebagai sebgai subjek hukum pidana. Selanjutnya, melalui berbagai 
Undang-Undang diluar kitab Undang-Undang hukum pidana tesebut diatur 
juga model-model pertanggungjawaban pidana korporasi. Model 
pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut juga memiliki perbedaan 
antara satu dengan yang lainnya.35 
Indonesia sendiri, dalam peraturannya mengenai korporasi sebagai 
subjek hukum pidana, memiliki tiga model pertanggung awaban pidana 
korporasi, sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam 
makalahnya mengemukakan model pertanggungjawaban pidana korporasi 
sebagai berikut: 
1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang 
bertanggungjawab 
2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus  bertanggung jawab 
                                                             




3) Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang 
bertanggungjawab.36 
Model pertanggungjawaban pidana korporasi ini sebenarnya berkaitan 
tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang 
dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro sebagaimana yang telah dibahas 
sebelumnya. Karenanya ururtan ini model pertanggungjawab pidana tersebut 
menunjukan tahap kemunculannya.37 
Pada model pertanggung jawaban pidana yang pertama maka 
pengurus korporasi yang bertindak sebagai pembuat dan pengurus korporasi 
juga yang bertanggungjawab. Kepada pengurus korporasi ini dibebankan 
Kewajiban-Kewajiban tertentu, meski kewajiban tersebut sebenarnya adalah 
kewajiban dari korporasi. Apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban 
tersebut maka ia akan dipidana.38 
Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama ini 
terdapat pada KUHP Indonesia yang belaku saat ini. Jika melihat isi KUHP 
maka tidak akan ditemukan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana 
yang dilakukan oleh korporasi. Adapun mengenai delik yang yang berkaitan 
dengan korporasi, diatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh 
pengurus korporasi pertanggungjawaban pidananya. 
Salah satu model pertanggung jawaban pidana yang pertama dalam 
KUHP adalah pasal 169 KUHP. Dalam ketentuan tersebut disebutkan 
                                                             
36 Mardjono Reksodeputro. 1989. Pertanggungjawaban Pindana Korporasi dalam Tindak 





mengenai turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan 
kejahatan, perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan, atau perkumpulan 
yang bertujuan melakukan pelanggaran, serta pemberatan pemidanaan bagi 
pengurus atau pendiri. Jika melhat ketentuan tersebut maka perbuatan pidana 
dan pertanggungjawaban lebih ditekankan kepada pengurus, buka 
korporasinya. Pada beberapa pasal lain yakni Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP 
yang mengatur mengenai kepailitan sebagai korporasi, juga membebankan 
pemidanaannya kepada pengurus. 
C. Pertangungjawaban Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Lindung 
Pada dasarnya, larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa 
yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 yang berbunyi : 
Setiap orang dilarang untuk : 
1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 
mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 
hidup; 
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan 
satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 
tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-
bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 
bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 
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5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau 
memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.” 
Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat [2] UU 5/1990). 
D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan 
Satwa Langka yang Dilindungi Tanpa Izin Menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistemnya. 
Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dalam 
satu pasal yaitu pasal 40, yang berisi : 
1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 sepuluh tahun dan denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 dua ratus juta rupiah. 
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta 
Pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun 
dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 seratus juta rupiah. 
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 32 ayat 1 dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 satu tahun dan denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 seratus juta rupiah. 
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4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta 
Pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu 
tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 lima puluh juta rupiah 
5 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 
adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 
dan ayat 4 adalah pelanggaran.  
E. Bentuk Kesengajaan 
1. Sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan- 
perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam meliputi : 
mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam serta 
menambah jenis satwa lain yang tidak asli Pasal 40 ayat 1 Jo 19 ayat 1 
dan 3 UU no.5 Tahun 1990. 
2. Sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 
terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional meliputi: mengurangi, 
menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah 
jenis satwa yang tidak asli Pasal 40 ayat 1 Jo 33 ayat 1 dan 2 UU no.5 
Tahun 1990. 
3. Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi 
dalam keadaan hidup. 
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4. Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi 
dalam keadaan mati. 
5. Sengaja mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di 
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 
6. Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau 
bagian-bagian lain satwa tersebut dari suatu tempat di Indonesia ke 
tempat lain di dalam atau di luar Indonesia Pasal 40 ayat 2 Jo 21 ayat 2 
a,b,c UU no.5 Tahun 1990. 
7. Sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona 
pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan 
Taman Wisata Alam Pasal 40 ayat 2 Jo 33 ayat 3 UU no.5 Tahun 1990.39 
F. Bentuk Kelalaian 
1. Karena kelalaiannya melakukan pelanggaran sebagaimana disebut pada 
angka1 dan 2 di atas Pasal 40 ayat 3 Jo 19 ayat 1 UU no 5 Tahun 1990 
dan Pasal 40 ayat 3 Jo 33 ayat ayat 1 dan 2 UU no.5 Tahun 1990  
2. Karena kelalaiannya melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam 
angka 3 dan 4 di atas Pasal 40 ayat 3 Jo 33 ayat 1 dan 2 UU no 5 Tahun 
1990 dan Pasal 40 ayat 4 Jo 33 ayat 3 UU no.5 Tahun 1990. Sudarto40 
memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja 
                                                             
39 Tongat. 2012. Dasar dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan. UMM 
Pres. Malang. Hal 213. 
40 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan. https://text-
id.123dok.com.html. Diakses tgl : 27 November 2017. 
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dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu.41 
G. Satwa Lindung 
1. Pengertian Satwa Lindung 
Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai 
harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik 
karena factor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan 
kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang 
hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang 
dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah 
semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara 
yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun 
yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan 
semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai 
sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 
Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu 
dan ruang tertentu.42 Satwa yang boleh diburu adalah satwa yang 
menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat 
diburu. Sedangkan Satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit 
                                                             
41 Ibid 




jumlahnya dan perlu dilindungi (seperti jalak putih, cenderawasih).  
Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan 
memegang peran kunci  dalam  penyebaran,  pertumbuhan  tanaman,  
penyerbukan  dan pematangan  biji,  penyuburan  tanah,  penguraian  
organisme  mati  menjadi  zat organik  yang  lebih  berguna  bagi  
kehidupan  tumbuhan,  penyerbukan  dan pengubah tumbuh-tumbuhan 
dan tanah.Satwa  liar  juga  berperan  dalam  perekonomian  lokal  dan  
nasional,  nilai ekonomi  satwa  sebagai  sumber  daya  alam  sangat  
terkenal  di  wilayah  tropik, terutama  di  Benua  Afrika,  dan  hingga  
saat  ini  merupakan  aset  yang  layak dipertimbangkan. Pemanfaatan  
satwa  liar  secara  langsung  ada  beberapa macam, antara lain: 
a. Perburuan  tradisional  untuk  makanan  yang  biasa  dilakukan  oleh  
suku -suku pedalaman. 
b. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai 
bahan  pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli. 
c. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar. 
d. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, 
ranggah, cula  dan gading. 
e. Berburu  untuk  tujuan  memperoleh  penghargaan  (trophy)  atau  
untuk  olahraga wisatawan. 
f. Melindungi satwa  liar di taman nasional sebagai  atraksi untuk  
wisatawan  yang  harus  membayar  bila  akan  melihat,  meneliti,  
memotret  atau mendekatinya.43  
Dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada  Pasal  20  
ayat  (1)  membagi  satwa  dan tumbuhan  dalam  dua  jenis  yakni  satwa  
dan  tumbuhan  yang  dilindungi  dan  satwa  dan  tumbuhan  yang  tidak  
dilindungi,  satwa  dan  tumbuhan  yang  dilindungi  adalah  satwa  dan  
                                                             
43 Wiratno, dkk. 2001. Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi 
pengelolaan taman Nasional. Jakarta. . The Gibon Foundation. Hal.106-107.   
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tumbuhan  yan g  dalam  bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang.  
Peraturan  perundang -undangan  yang  khusus  mengatur  mengenai  
satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam  Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia   Nomor  7  Tahun  1999 Tentang  
Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa,  penetapan  mengenai  satwa  
atau  tumbuhan  yang  dilindungi  terdapat  dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam 
Peraturan Pemerintah ini. 
2. Jenis-jenis Satwa yang Dilindungi  
Dalam lampiran Peraturan Pemerintah  No. 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia 
dikenal ada 236 Nama Satwa yang di lindungi yang terdiri dari jenis 
mamalia sejumlah 70, Aves 70 jenis, Reptilia 30 jenis, Insecta 18 jenis, 
Pisces 7 jenis, Anthozoa 1, dan Bivalvia 13 jenis. Sedangkan di 
Kalimatan Barat Sendiri dari 236 jenis satwa liar yang dilindungi, 
terdapat beberapa satwa liar yang sering ditemui yang terdiri dari 
Mamalia seperti Babirusa (Babyrousa babyrussa), monyet hitam 
Sulawesi (Cynopithecus niger), Kera tak berbuntut (Hylobatidae), Bajing 
tanah,atau tupai tanah (Lariscus insignis), monyet sualwesi (Macaca 
Maura atau Macaca brunnescens), tarsius (Tarsius spp.), Aves seperti 
Elang (Accipitridae), Burung udang/raja udang (Alcedinidae), Rangkong 
(Bucerotidae), Burung dara Mahkota (Goura spp), dan Burung 
Maleo(Macrocephalon maleo). Semua jenis satwa yang ada di 
Kalimantan Barat sebagaimana yang disebutkan, ada yang di peruntukan 
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sebagai hewan peliharaan, ada juga yang di jadikan sebagai hewan 
buruan. 
Beberapa  alasan  mengapa  kepemilikan  satwa  yang  dilindungi    
merupakan  suatu  tindakan  yang  merugikan  bagi  diri  sendiri  maupun  
orang  lain  diantaranya : 
a. Memelihara  satwa  yang  dilindungi  berarti  membahayakan  kita  
dan anggota keluarga yakni dalam hal, kemungkinan penyakit 
menular yang ada pada diri satwa tersebut,  yang tanpa kita sadari 
seperti flu burung,  anthrax, rabies, dan penyakit  lain  yang  
berbahaya  bagi  kesehatan  manusia  sela in  penyakit  juga ancaman 
serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri 
sebagai binatang  liar  masih  ada.  
b. Memelihara  satwa  liar  dilindungi  identik  dengan menyiksa  dan  
menganiayanya  yakni, dalam  hal  kebutuhan  akan  makanan  yang 
terkadang  tidak  sesuai  dengan  pola  makan  alami  dari  satwa  
tersebut,  kebutuhan  akan  ruang  habitat,  dan  kebutuhan  akan  
pasangan  atau  keluarga. 
c. Memelihara  satwa  dilindungi  menjadikan  kita  sebagai  
pengganggu      masyarakat sekitar  kita    seperti  kebisingan  yang  
d itimbulkan  oleh  satwa  dan  bau  yang ditimbulkan. 
d. Memelihara  satwa  liar  dilindungi  merupakan  pemborosan yakni, 
dalam hal,  pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan  dan kandang.   
Kelima memelihara  satwa  liar  dilindungi  berarti  kita  berperan  
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merusak  hutan  dan  masa depan  manusia,  tanpa  kita  sadari  satwa  
yang  kita  pelihara  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  
kelestarian  hutan  karena  fungsinya  sebagai  penyeimbang 
pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.44 
3. Pemeliharaan Satwa Lindung 
Setiap orang dilarang menangkap hewan/satwa yang dilindungi 
dan bagi siapa yang melanggarnya, maka merupakan suatu tindak pidana. 
Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU 5/1990”) 
memberikan definisi satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani 
yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. 
Kemudian, Pasal 20 ayat (1) UU 5/1990 menggolongkan jenis 
satwa, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi : 
“Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis : 
a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; 
b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.” 
Apa saja satwa-satwa yang dilindungi itu? Lebih lanjut dikatakan 
dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (“PP 7/1999”) bahwa 
satwa yang dilindungi adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan 
                                                             
44 Daryanto. 2013. Pengantar Pendidikan Lingkugan Hidup. Penerbit Gaya Media. 
Yogyakarta. Hal 214 
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Pemerintah ini, antara lain: orang utan, Harimau Jawa, Harimau 
Sumatera, Badak Jawa, Penyu, dan sebagainya. 
Pada dasarnya, larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa 
yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 yang 
berbunyi 45: 
“Setiap orang dilarang untuk  
a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 
dilindungi dalam keadaan hidup; 
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia 
ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau 
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang 
dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari 
suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar 
Indonesia; 
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan 
atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.” 
Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 
                                                             
45 https://prezi.com/xbsrteanjkqk/tindak-pidana-terhadap-satwa-yang-dilindungi/ diakses 
pada 27 November 2017 puku 21.22 wib 
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adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat [2] UU 
5/1990).46 
Ada pengecualian bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, 
yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, 
dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. 
Selain itu, pengecualian dari larangan menangkap satwa yang dilindungi 
itu dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang 
dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Membahayakan di sini 
berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga 
menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup 
manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau 
hasil pertanian (lihat Pasal 22 ayat [1] jo. ayat [3] dan Penjelasan Pasal 22 
ayat [3] UU 5/1990). 
 
  
                                                             
46http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5451c73bd26e5/jerat-hukum-pelaku-
penangkapan-satwa-yang-dilindungi diakses pada tanggal 28 November 2017 pukul 09.00 wib 
